PERATURAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2010

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PENGELOLA KELISTRIKAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

"DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

L a

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 94
Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pengelola Kelistrkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah

ditetapkan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu;

bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

huruf a, diperlukan Pegawai dengan jumlah dan persyaratan berdasarkan
formasi jabatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi

Jabatan Fungsional Umum pada Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Serlbu; '

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai bukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia; ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawal Negeri Sipil;



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Orgamsasn Perangkat
Daerah;

Peraturan Gubemur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas.Perindustrian dan Energi;

Peraturan Gubermnur Nomor 94 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kefria Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seriby;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

UMUM PADA UNIT PENGELOLA KELISTRIKAN KABUPATEN ADMINISTRAS!
KEPULAUAN SERIBU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur inl yang dimaksud dengan :

1.

2

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Unit Pengelola Kalistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
adalah Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seriby Dinas Perindustrian dan Energi Provinsl Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.



10.

(1)

@)

(1)

(@)

-3

Formasi Jabatan Fungsional Umum adalah Jumlah dan susunan Jabatan
Fungsional Umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah menurut jenis yang diperukan untuk melaksanakan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah yang bersangkutan secara efektif dan efisien,

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal?2 |

Formasi Jabatan Fungsional Umum dimaksudkan untuk memberikan
Informasi. Jabatan Fungsional Umum pada Unit Pengelola Kelistrikan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Formasi Jabatan Fungsional Umum bertujuan untuk memberikan pedoman
dalam penataan kebutuhan Pegawai pada Unit Pengelola Kelistrikan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB Il}
NAMA JABATAN DAN PERALATAN KERJA
_Pasal 3

Nama Jabatan Fungsional Umum pada Unit Pengelola Kelistrikan

Kabupaten Adminlistrasi Kepulauan Seribu sebagai berikut :

a. Subbagian Tata Usaha terdiri dari:

Pengadministrasi Umum.

Pengurus Barang. ‘
Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Bendahara Penerimaan Pembantu.
Penglrim Surat.

S

b. Seksi Pengusahaan dan Pelayanan terdiri dari :

1. Pengadministrasl Pengusahaan dan Pelayanan.
2. Pengelola Sarana dan Prasarana.

3. Teknisi Kelistrikan. _

4. Petugas Pencatat Meter.

¢. Seksi Perawatan terdiri dari :

1. Pengadministrasi Perawatan.
2. Operator Mesin dan Jaringan Listrik.
3. Operator Instalasi Air Bersih.

Peralatan Kerja yang dibutuhkan pada Unit Pengelola Kelistrikan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disesuaikan dengan peralatan
kerja teknis pada masing-masing Bidang Kegiatan.



(3) Kegiatan pokok, persyaratan pendidikan dan peralatan kerja, serta jumlah
Pegawai pada Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BABIV
PENGISIAN FORMAS| JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DAN PENGGUNAAN PERALATAN KERJA
Bagian Kesatu
Péngisian Formasi Jabatan Fungsional Umum
Pasai4

{1) Pengisian Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan
mempertimbangkan pendayagunaan Pegawai yang tersedia pada Unit
Pengeioia Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepuiauan Seribu.

(2) Kekurangan dan/atau kelebihan Pegawai Unit Pengelola Kelistrikan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilaporkan kepada Gubernur
melalui BKD dilengkapi dengan data Kepegawaian yang bersangkutan.

(3) Pegawai yang saat ini belum memenuhi persyaratan pendidikan dapat
tetap didayagunakan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua
Penggunaan Peralatan Kerja

Pasa_!5

{1 Kelengkapan peralatan kerja didayagunakan berdasarkan prinsip

efektivitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan peralatan kerja yang
tersedia.

(2) Kelengkapan peralatan ket]a yang telah ada tetap dlpergunakan sesuai
dengan fungsi masing-masing peralatan.

(3) Kekurangan dan/atau kelebihan peralatan kerja dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan
Bendahara Umum Daerah untuk digunakan sebagai bahan perencanaan
kebutuhan peraiatan kerja umum.

BABV

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal6

Ketentuan mengenai peralatan kerja teknis di luar peralatan kefja umum yang
telah diatur datam Peraturan Gubernur ini diatur tersendiri dengan Peraturan
Gubemur.



BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal?7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. '

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
- IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

R %

MUHAYAT
NIP 050012362

/ BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 55



BYES() €je ] UBIDEQQNS Uejelbey

ueeuesyejed uelode] ueunsnAued ueyeq ueddelAusyy
iemebad Jueyos ueeujquiad uep unisuad ‘veebieybuad
‘ueyieled uep ueyipipuad ‘1eybued ueyieusy ‘gno ‘eiSY

‘ifeb uades uelemeboadey IseliSIUILPE ueeueS)EIDN 'Y
(1euns esew) Isusjal
|empel jenses uswnyop uep disuie ueinsniuad ueynyejey 6
'uedisseay isessiuILIpe ueejojebusad ueyeuesyeW ')
ueynpadip
Bued uswnjop uep disue ueyileAusw uep ejojebuspy @
seulq yeyseu [eqiad nejuewe °p
ueiemeBadey INSEW JRInS ueyISnguUISIpusLWL Uep jejesusut ‘eluusuay o
M1V - | Iseqsiuiupyiepig - Jen|e)) jeins |adwa)s
sjiwisye uIssyy - UBIOJUBS |[UEBp Jowou uaqweaw ‘uelepusbebusw uep ewususiyy ‘q
jeuiqe) Buljilq - | 1seqsiujwpyiepiq - (YdQ) uesebbuy ueeuesyejed uswnyoq
iseyjunwioy ey -|  Jendwoy jepiqg - | uep (M) uesebbuy uep elisy eueosusy ueunsnAuad wnwn
Buelo (enp) Z Jondwioyy - wnwn | g - | ueyeq ebegaes ejep yejobusw uep undwiybusy ‘e _mﬂwm_:_E_pmm:wn_ 1
9. S ¥ £ }
ynnqgip ueynpedip buel ueynpedip wnw _mc T .
mcm»_ temebag elioy uejejelad BueA ueyipipusd 30O uejelbe)y :E.mnm_.m_m_ ON
mcmma eje] ueibeqqng Al uojes3
nguag uenejnday| isejsiuipy usjednge) ueyu)sljay m_o_wm:mm nun 1] uolesy v

NBIM3S NVNVTINd3N ISVELSININGY N3 LVdN8VY NVAILLSI TN <|_O._m02m_& 1INN
vavd WNAIN TYNOISONNA NY.LVavTr ISYWHO4

0102 1JenJqdd €2 |ebbue)
0L02 NOHV1 6% JOWON
BUBYEr EjoiNg|

SNSNYY YeIoBQ |SUIAOI JNUiagns) Ueinjelad

{

: uesiduren



eAuinyuaq uenqg | [ebbue) eAujeque|
-jequejes yelsseqg uebueney| ejojebueq uepeg epeday

uesenjebuad ueqemelBunbbuenad uelode| ueyiedweAusyy p
Inje.a) uep qius)
eiedsss eAuuesrunbusdey wepep epe BueA Guen uebuap
uebungnuaq BueA eAuuje] uswmjop euss uesenjebuad
M1V - uep ueewususd IPING-PING  ynunes  unduwybuayy 0
senay| uenpeds)y lenses eAuulef 19)sibas nyng
Jnoueybued ussspy - uep uelienjpbuad sey nyng wWejep Jnjess} uep qiye)] eJedss
Buny wisep - uemeleyepuaqg | yes GueA uesenjebued png-ping epss WdS ueseseplaq
Jouiqey Buypy - epig - | uesenebuad uep ueewusuad ynunEs  jejesusiy 'q nuequiad
ISE)IUNWOY Jely - UOUOX] yes GueA ueyibey iping ueren|suad
Buelo (njes) | Jsoindwoy - JIsuB)UNY [I1 4 - | uexuesepuaq ebpay| yeyld ueyibe; ueseunjad :mxm:mmm”_._m_mi B uemeseyepuag | ‘¢
BJeq
ueejojebuad uebuap jexue) Bued uswnyop/disie ejeusiy Y
uexus) jun uebusp Bueleq ueejojabusd
e)bues wejep Iseuipiooy ueeuesyeied uexdeusy I
Bueseq uesndeybuad ueeuesyejed ueydelhusyy ‘i
seu| ueelepuay| ueeleyiewed uenfebuad ueydelhusyy 'y
Bueseq ueepebuad sasoud uejnsn ueydeihusyy 6
AdMS-axa vep adXS-axy unsnfusiy '}
Bueieq ueelpasiad uelode| jenquiswt uep njusua)
npiem uruny wejep Bueseq sweudo 00} uelNyeB D
ueiojuexiad Bueleq |sesuBjUSAUI uBYBUBSYEISN P
M1V - | !sejsiulupy jepig - Bueseq ueyisnquisipusyy "o
ajusyey uisspy - Jandwoy 1lepiig - | ynsew BueA Hueleq jejeousiu Uep eSjUSWAW ‘BWLISUSI ']
)ouigey Buyy - bueseg 6ueseq uesndeybuad
ISEYIUNWOY Jejy - luemeleyepuag 1epi] - | uep ueeleyyswad ‘ueepebuad ueeuesuasad ueunsnAuad
Buelo (njes) | Jaindwoy - | - wnwn |4 Q - |ueyeq ebeqes ejep yejobBusw uep undunybusp e Bueseg srunbuayg | ‘2
9 S 4 £ Z 3
ueNymnqip ueynpedip buek ueynpadip wnwn feucisbung .
BueA lemebad elioy uejejesad BueA ueyipipusd doxod uejeiboy uejeqer eweN ON




uswmjoppelns vewubued disie ejeusy ¢
uswimjopAeIns B9} BpUB) BJUIWSK '€
uedisieay 1epiq - uenin) uebusap 1ensses uswnyoppeins uexwuibusy 'z
Bueio (njes) | ueeJepuay v1i1lS - uswnyopjeins uvewulbuad uswnyop uejdelAusyy | jeing wuibued | g
yesoeqg uebuensy ejojebusd uepeg epedsy
W1V - ueewwusuad :mnm?m._m::mm:mtma ueiode| ueyiedwelusyy @
SEHOY yeiae(] sey a9y ueewusuad |isey uexiopAusyy 'p
Jnoueyfied usspy - ueewpusuad epss IPNG-PING yrunj@s undwiybusyy "o
. %&Mw_v.__ M_w_ﬂﬁ - cm?@m—._m«ﬂ%_m _ ueewysuad sey NyNG WEJEP JNjEIa) UBp qe) BIBIeS
ISEYIUNWOY 18IV - IWOUONT ueewwuduad IPNGIPING ueewusuad yninjes jejedusiyy 'q | Nuequiad ueewuauad
Buelo (njes) | Jayndwoy - fiIsuRjuny LS - yisiaq Jie uep US| isnquias upyueuad ueleuesyelBp ‘e uemeseyepuag | ‘¥
9 ) | 4 € Z 3
w euoisbun
mnwm_ _._ﬁﬁwwn_ meﬂtwmwm_mﬂm_n mcmﬁmu“umhﬁ_,wwm yoxod uejelbey __..__MMn_m_. m_..:mmp_.,_ . °N

A




ueueAejed uep ueeyesnbusad

Isyjeg ueiode] ueunsnAusd ueyeq uejdeiluap I
. ueueAejpod uep

ueeyesnBuad 1sjes eped Bueieq ueyningay unsniuspyy 'y

uiej-uiej uep seuiq ueuejefiad ‘jedes ueydelfusyy 6
ueeyesnbuad uep ueuelejad

uebuequwabuad uep jeuciseiado uejelboy jempel unsnAusiy '}
ueueAejod

ueeyesnbued uebuep yexs) BueA uaswnyop/disie ejeusyy o
_ ueueAejed uep ueeyesnbuad

Is¥eg eped wnwn  ISRASIUWPE  UB)EUBSYEIBW ‘P
ueLysiey
ueueiejad uexyeuesyejew wejep uig| yeyd uebusp

ewes eliey uep iseuipiooy ueeuesyejed ueydejusy o
- yusy ueueAejad uebuequabuad uep

ueunsniued ueyeq rebeqes gep yejobuaw uep undunybuayy -q

eAusebny dnybuy
Jeuigey Buig - _ uebuap ienses nquag uenendey| Isessiuipy uajedngey
ISEYIUNWIOCY JBlY - yeySeN gjel | uejuisiey ejojebuad Jun (vdq) uesebbuy ueeuesyejod ~ ueueAejod
MLV - | 1seqsiuiwpy 1epjig - | uswnjog uep (wMM) uerebbuy uep elbs)y euedsusy uep ueeyesnbuad
Bueso (njes) | Jandwoy - wnwn |If Q - | ueunsnAuad ueyeq 1ebegas ejep yejobuad uep undwiybuay ‘e isessiuiwpetiuad | L
9 G 14 £ 4 }
Wwnwin [euoisbuny

‘ON

ueyumnqip | ueynpadip buek ue)nyadip yoyod uejeibay)

BueA lemebayg eliey uejejelad BueA ueyipipusd uejeqer eweN

ueueAe|od uep ueeyesnbued ISHeS : A| uojes3
nques uenejndey ISEASILILIPY UBjednqge)| UeyUISIeY Blojebuag Jun : I uo@sd ‘g



2

1Md - ueseje epeday uebuede) Ip Isenjeas |isey uexsodeloy
Jouigey; Buiiig - :mmEEmn_ :mmmcou 1ensas US| cm%mcm_ma depeys)
. o : yuis ebeusy uebBunques uesmnwad uexeuesyeeW ‘q
ISEXIUNLLOY JETY - uBXUISHaM ujsy| ebeus) uereyewed ueyibeuad
M1V - | Isesiulwpy 1epiid - fuep Buiueye: uejelesusd ‘uebumyysed ‘ielew (unoy 1910l
Buelo (myes) | Joindwioy| - oupiald 1S - | Bem oind) UMM 1ejesusw ‘uebunqueduad Buesewep ‘e jejesuad sebnjad
ueueAejed uep ueeyesnbuad
Is¥eg uejeibey ueiode] ueunsnAuad ueyeq uevdellusiy p
ueyLYSIo)
Buepig esel ueeunbbued uep ueueAejad reusbusw
ISBULIOJU| UBp Bjep ueyjeejuewsw uep ueybuequisbuaw
I - ‘ueyifeAuew  ‘eseyiewsw  ‘yejobusw  ‘undwyybuspyy o
Jouigey Bug - DBl :mxrﬁ:o%m%uﬁ esef eunbbued
ISEXIUNLIOY JEIV - UENLISIOY wiepjueyn|ey epeyis} Ueue m__mco_m Mwﬁwammw_mm_%m_n__ q
MLV - | Isedsiuiupy 10 - | eueouas wesboud ueBuequebusd epss ueunshAued .
bueio (enp) Z lejnduwioy - oIpi9ja LS - {ueyeq 1ebBeqes ejep yeobBusw uep undwiybuspy e UBRISIOY ISIUND
ueueAejed uep ueeyesnbusd _
isyeg uejelbey ueeuesyejed uelode| ueyeq ueddelAuap '}
US| 9y eueleseldreueles
uebuequobued uep ueeueoussod ueyeq ueddelfusiy ‘o
yujsy 161ous uee|pafuad weiboid
uebuequabued uep ueeuedussod ueyeq uexdeilusp ‘p
1Md - uejuisiey
Jouiqed; Bugily - uvebuequabuad;ueeyesnbuad ueyeq uedelAuapy o
: o yujs) Buepiq esel eunbbuad
ISEYIUNWION JBlY - UBNUISISY | eyeieAsew epedey ueueAejed inpesoud ueydeiiuspy 'q .
MLV - | ISeASIUIWDY 1EPIQ - | |euoisessdo uejelbey euesual welboud ueybuequiebusaw BueJeselqd uep
Buelo (mes) | seondwoy - oUPpeI3 1S - |epes unsnAusw  uep  ypwew  unduwiybBusyy 'e|  eueleg ueejojebuag




yu)si| uejeejuewuad uejeieouad jeje uesewapy "0
yuisy
InjBuequiad jeuoisesado Gumynpuad ueyeq uep sl ebeus)
IMd - mjbuequwed ymun Jexyeq ueyeq ueepebusad ueyinsnbBusyy ‘g
JpuIgey Bunpy - uejel uebuessuad eieyjaLiBw LSS
ISENIUNWIOY Jely - ueyusiey | uebbuejad sy srue sejequad ebbuy yLys)| Jaquins uep ‘
M1V - | Isessjuiwpy 1epiig - | isnquisip uebuuel ‘isiwuesy uebuuel sy buequed yuisi uebuyer
Bueso (enp) z Jandwoy - oipe|3 LS - | Inneyequadwewl uep pleqiedwaw ‘jemelswl ‘eleyljswsiy ‘e uep uissiy JojesadO | 2
uejeMelad Is)ag ueiode] ueunsniuad ueyeq uexdekusyy b
uejemelssd
isjes eped uebuensy isejsiuiwpe uejeues)epW )
uejemeled I)es eped Bueleq ueyningay unsnAuspy ‘o
ujej-urej uep seujq ueuejeliad ‘yede. ueydelhuspyy p
uejemebaday uejemelad uebusp Jiexue) Bued uswnyop/disie ejeusiy o
ISENSIUIWPY 1N - [ UBlemBISd IS)eS eped wnwn ISBISIUIWPE Ue)Yeuesiele 'q
uejeUR)oIN8sSO) eAusebn) dnybu)) uebuep jensas
_jouigey Buipy - jepiid - [ nques ueneindey] Isensiujwpy usjednge) uBduIslieN
ISEYIUNLIOY Jejy - uebuenay | ejojebued Iun (vdqa) uesebbuy ueeuesyepd uswmijog
W1V - | Isensiuwpy 1epig - | uep (vy) ueiebbuy uep eliey eueousy ueunsniued uejemelod
Bueio (njes) | Jaindwoy - wnwn g - | ueyeq 1ebeqges ejep yejobusw uep undunybBusy ‘e jselisjujwpebuag | )
9 g : L4 £ 4 b
uBUNINgip ueynpadip buek ueynpadip wnwn jeuoisbund .
BueA lemebag el1a)] uejejesag BueA ueyipipuad 3030 uejeibey) ueleqer eweN N
uBjEMEIS IS)0g Al Uojes3
Il uoes3 D

nQues uenejnde)y ISelsIUIWPY udjedngey uexyus!iey ejojpbuad Hun

9



VLHVIVI VLG

\Dm_

SNSNHM HYH3AVA ISNIAOYd JNNY3ENS

Bueio (mes) |

IMd -
Jougey Bupy -
ISeyunwoy jeyy -

ALY -
Joindwoy -

uejusi|isy
ISesiuLIpY 1epiig -

uebunybury
Isjuyal LS -

yisieq Jie [Sejejsul uejemesad uejeibay Isey uexsodejsiy

yisiaq Jie 1s)nposd uep Isejejsul Ueepesagay JOYUOWS

yisiaq Jie [sejejsui Gueseq
ueepebuad uep uenuebiad uexyodesuueinsnbuspy
ueyesniay lwejebusw

BueA y|sieq Jie isejejsul inueyeqiadwiswl uep pjlegiedwapy

yisieq Jie

|sejejsul uejemesad eybuel wejep uejejeied ueydelfusyy -

©

yisieg
11y isejejsu| JojesadQ

ugjeejueLlad Isyes uelode] ueunsnAuad ueyeq ueydeiluepy -

sy wybuequied ueyisesadobuapy
qusi| iBuequad ynun Jexeq

ueyeq uejeejuewsd JOJUCWSW UBP UB)ISNQUISIPUSK

uenjuejey Jebbuejsw uep uizi ieAundwaw wnjaq HueA
yulsi uejeejuewsad ueqipeuad |euoiselado uejeUuES)HEISW




BABV
ESELON
Pasal 12

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufa
adalah Jabatan Struktural Eselon lll.a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) adaiah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9
ayat (2) adalah Jabatan Strukturat Eselon 1V.a.

BABV!
TATAKERJA
Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPGTK wajb taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka

meningkatkan kinerja dan memperiancar pelaksanaan tugas dan fungsi
PPGTK,

Pasall4

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPGTK wajib melaksanakan tugas
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simpli fikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal15

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbaglan, Kepala Seksi dan Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPGTK wajb memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-
masing.

(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPGTK wajib mengikuti dan
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sésuai dengdan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPGTK wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-

langkah yang diperiukan apabila menemukan adanya penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPGTK wajib menyampaikan laporan dan
kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesual dengan kewenangan masing-rasing.

Pasal 18
(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan

pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap

PPGTK sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan pelaporan Dinas Pendidikan.

(2) Ketentuan lebh lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan

dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubemur.

BAB Vi
KEPEGAWAIAN
_Pasahg

(1) Pegawai Negeri Sipil pada PPGTK merupakan Pegawai Negeri Sipil
Daerah. '

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud padé ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
kepegawaian negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, PPGTK wmendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah
berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian
dari pembinaan kepegawaian Dinas Pendidikan.

BAB Vil
KEUANGAN
Pasal 20

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPGTK dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Keuangan Negara/Daerah.

BABIX
ASET
Pasal 21

(1) Aset yang dipergunakan oleh PPGTK sebagai prasarana dan sarana

kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau pfasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Keuangan Negara/Daerah dan

ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

Pasal 22

{1) Prasarana dan sarana keria yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada PPGTK dalam rangka

gelakshanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daeran.

(2) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
segera dilaporkan kepada kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara
Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

~ BABX
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 23

(1) PPGTK menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan:

kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai,

keuangan;

kinerja,

kebutuhan, kekurangan dan keiebihan barang atau prasarana dan
sarana kerja;

akuntabilitas; dan

pelaksanaan kegiatan.

aoop

FaaX e ]

Pasai 24

Dalam rangka akuntabilitas, PPGTK mengembangkan sistem pengendalian
internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan.
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BABXI
PENGAWASAN
Pasai25
Pengawasan terhadap PPGTK dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab Keuangan Negara;

b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
¢. Inspektorat.

BAB Xii
KETENTUAN PENUTUP
Pasal26
Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Nomor 95 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggail diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubemur ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKQTA JAKARTA,

F OWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN

2010 NOMOR 57



Lampiran : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 51 TAHUN 2010
Tanggal 2 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
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TATA USAHA
~ SEKSI
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